PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

EMAIL : kominfosandi @jogjakota.go.id

Jalan Kenari No. 56 Y ogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 08 Desember 2022

sen.

Sekretaris Daerah DIY Kadarman-
ta Baskara Aji mengatakan, untuk

Tidak Ada

® Sambungan Hal 1

grasi (Disnakertrans) pro-
vinsi maupun kabupaten/
kota pun diminta untuk te-
rus melakukan pengawasan
agar pengusaha di DIY dapat
mengupahi karyawannya se-
. suai dengan ketentuan.
“Setiap hari posko aduan .
dibuka di masing masing di-
nas karena dinas punya te-
naga fungsional pengawas.
Aparat kabupaten/kota akan

2023.

melakukan pengawasan nan-
ti kalau ada yang melanggar
tentu akan dikenai sanksi,”
tuturnya. 4

Kepala Disnakertrans DIY,
Aria Nugrahadi mengung-
kapkan, pelaksanaan peng-
awasan ketenagakerjaan di-
lakukan melalui beberapa
tahapan.

Yakni dimulai dari tahap
preventif-edukatif. Meliputi
upaya pembinaan sebagai
upaya pencegahan melalui
sosialisasi, pemberian nasi-
hat atau saran teknis, hing-

tahun ini pemerintah kembali meni-
adakan skema penangguhan bagi
pengusaha yang tidak mampu mem-
bayar upah sesuai dengan ketentu-
an, sehingga seluruh perusahaan
wajib membayar upah sekurang-
kurangnya sebesar upah minimum

'

‘Tidak Ada Penangguhan

PEMERINTAH Daerah DIY telah me-
netapkan Upah Minimum Kabupa-

' ten/Kota (UMK) se-DIY tahun 2023
dengan kisaran persentase kenaik-
annya antara 7,60 hingga 7,90 per-

ga pendampingan.

Selanjutnya ada tahap re-
presif-non yustisial, yaitu upa-
ya paksa di luar peradilan un-
tuk memenunhi ketentuan
perundangan ketenagakerja-
an berdasarkan hasil pemerik-
saan atau pengujian yang dila-
kukan. Adapun tahap terakhir
ialah represif yustisial yakni
dengan penyelesaian masa-
lah ke pengadilan.

“Kami tentu saja mempu-
nyai langkah-langkah penga-
wasan baik itu preventif dan
edukatif. Sampai dengan re-

“Tidak ada (penangguhan), jadi se-
karang UMK harus dilaksanakan se-
. mua. Tidak ada penangguhan dan
tidak ada pengunduran waktu pem-
berlakuan,” jelas Aji.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmi-

® ke halaman 11

presif baik itu non yustisial
maupun yustisial,” jelasnya.

Disnakertrans DIY juga
terus membuka layanan '
pengaduan yang dapat di-
manfaatkan masyarakat se-
waktu-waktu.

‘Meski demikian, sepan-
jang 2022 ini, pihaknya ti-
dak menerima adanya lapor-
an terkait perusahaan yang
mengupahi pegawainya di
bawah ketentuan UMK.

“Nanti bisa disampaikan
kepada kami untuk ditindak
lanjuti,” jelasnya. (tro)
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